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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturanm kkekerasan terhadap 

anak dalam rumah tangga serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap 

anak korban  kekerasan di Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini 

dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang 

menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang 

berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan 

berlaku. 

Kekerasan terhadap anak dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur 

tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan juga aturan pidananya baik yang 

secara langsung disebutkan objeknya adalah anak, maupun secara tidak langsung. 

Beberapa pasal dalam KUHP yang mengaturnya adalah: 1). Tindak pidana (kejahatan) 

terhadap asal-usul dan perkawinan, yaitu melakukan pengakuan anak palsu (Pasal 278); 

2). Bab XV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 285, 287, 289, 290, 291, 292, 

293, 294, 295, 297, dan 305 KUHP. Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan 

terhadap anak secara khusus diatur dalam UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 

Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002. Mengenai pengaturan pidana 

terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : (1). Setiap orang yang 

melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap 

anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau 

denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), (2). Dalam hal anak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah), (3). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, 

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), (4). Pidana ditambah 

sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. UU Perlindungan Anak 

memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak 

korban tindak pidana kekerasan. Dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak 

dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan: 1). diskriminasi;2). eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3). 

penelantaran; 4). kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5). ketidakadilan; 6). 

perlakuan salah lainnya. Dalam UU Perlindungan Anak juga diatur bagaimana 

pelaksanaan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak.  
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PENDAHULUAN 

Di Indonesia salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindak 

kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk 

tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya 

seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga 

agar jiwanya tidak terganggu.hal ini terjadi karena  Banyak orangtua menganggap 

kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah 

bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling 

bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan 

kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah 

tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga 

dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perilaku yang sengaja 

maupun tidak sengaja  yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa 

serangan fisik maupun mental.
1
 

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (child abuse) dapat didefenisikan seperti 

perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang 

mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua 

diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. 

Namun demikian child abuse sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau 

penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, 

misalnya pornografi dan penyerangan seksual (sexual assault), pemberian makanan yang 

tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (malnutrition), pengabaian pendidikan 

dan kesehatan (educational and medical neglect) dan kekerasankekerasan yang berkaitan 

dengan medis (medical abuse).
2
  

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan 

potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan 

sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.
3
 Untuk menanggulangi 

kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik 

kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan 

bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu 

dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah “perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.4 

Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, social akibat 

perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan 

kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban.
5
 Anak 

sebagai korban kejahatan adalah pihak yang lemah sehingga mereka harus mendapat 

perlindungan dengan tujuan agar terjamin hak kewajibannya yang harus sesuai dengan 

kemampuannya karena usianya yang masih dibawah umur maupun dalam usia produktif 

anak (13-18 tahun) yang sering menjadi korban kekerasan fisik, emosional dan seksual. 

 

PEMBAHASAN 

Di samping memberikan perlindungan secara tidak langsung, hukum pidana 

positif, dalam hal-hal tertentu, juga memberikan perlindungan secara langsung. Dalam 

Pasal 14c KUHP ditetapkan bahwa “dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat 
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(Pasal 14a), hakim dapat dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana, yaitu 

“mengganti semua atau sebagian kerugian” yang ditimbulkan oleh perbuatannya dalam 

waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya”. 

Perlindungan yang langsung ini, di samping jarang diterapkan, masih 

mengandung banyak kelemahan, yaitu: (1) ganti kerugian tidak dapat diberikan secara 

mandiri, artinya bahwa ganti kerugian hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan 

pidana bersyarat; (2) pidana bersyarat hanya berkedudukan sebagai pengganti dari pidana 

pokok yang dijatuhkan hakim yang berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau 

pidana kurungan; (3) pemberian ganti kerugian hanya bersifat fakultatif, bukan bersifat 

imperatif. Jadi, pemberian ganti kerugian tidak selalu ada, meski hakim menjatuhkan 

pidana bersyarat.  

Dalam KUHAP, Pasal 98-101, diatur tentang kemungkinan penggabungan 

perkara gugatan ganti kerugian (perdata) ke dalam perkara pidana. Ketentuan ini dapat 

dikatakan memberikan perlindungan korban kejahatan dalam mempermudah perolehan 

ganti kerugian, namun model ini juga mempersempit ruang gerak korban sendiri.  

Dalam penggabungan perkara ini, berakhirnya putusan pidana berarti juga 

berakhirnya putusan perdata. Jadi, apabila dalam perkara pidana tidak ada upaya hukum, 

banding misalnya, maka putusan perdata harus mengikuti putusan pidana. Artinya, pihak 

penggugat yang menitipkan perkara kepada Jaksa tidak dapat melakukan upaya hukum, 

meski putusan atas tuntutan ganti kerugiannya tidak memuaskan.74 Pasal tentang 

penganiayaan sendiri dalam KUHP diatur dalam BAB XX buku kedua KUHP tentang 

penganiayaan yaitu Pasal 351-358. 1) Tindak Pidana Penganiayaan Biasa  

Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus 

yang harus ditanggapi dengan serius, maka untuk memberikan perlindungan terhadap 

anak dari berbagai tindak pidana secara khusus dibentuk Undang-Undang (selanjutnya 

disingkat UU) No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk. Mengenai 

pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur 

dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : 

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, 

atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 

(tujuh puluh dua juta rupiah). 

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang 

tuanya. 

 

KESIMPULAN 

Penerapan tindak pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak dalam KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang 

bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan juga aturan pidananya baik yang secara 

langsung disebutkan objeknya adalah anak, maupun secara tidak langsung. Beberapa 

pasal dalam KUHP yang mengaturnya adalah: 1). Tindak pidana (kejahatan) terhadap 

asal-usul dan perkawinan, yaitu melakukan pengakuan anak palsu (Pasal 278); 2). Bab 



XV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 

295, 297, dan 305 KUHP.  

Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur 

dalam Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk. 

Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus 

telah diatur dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

berbunyi : (1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman 

kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh 

puluh dua juta rupiah), (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka 

berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (3). Dalam hal anak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah), (4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut 

orang tuanya.  
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